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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

SHQXOLV�\DQJ�GLEHUL� MXGXO� ´Hukum Udara Indonesia Pada Bagian 

Navigasi Udara Zaman Nowµ�� 

 Sebelum membahas aturan-aturan zaman now yang 

diterbitkan dan dikeluarkan oleh Negara Indonesia yang dalam 

kontekstualnya merupakan implementasi ataupun ratifikasi dari 

Konvensi Chicago 1944 ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu 

bahwa Konvensi Chicago 1944 ini memiliki 4 (empat) bagian 

didalam Konvensi yang disepakati. Dari ketiga bagian tesebut 

terdiri dari 96 pasal. Pada bagian pertama membahas mengenai 

Navigasi Udara, pada bagian kedua membahas mengenai 

Organisasi Sipil Penerbangan Internasional, pada bagian ketiga 

membahas mengenai Transportasi Udara Internasional, dan pada 

bagian keempat membahas mengenai provisi final. 

Pada buku ini, penulis hanya membahas pada bagian 

pertama yaitu mengenai Navigasi Udara. Dimana pada bagian 

pertama ini terdiri dari 42 pasal dari Konvensi Chicago 1944 

tersebut. Penulis mencoba menjelaskan dalam sebuah narasi dalam 

buku bagaimana penerapan aturan-aturan tersebut saat ini 

diberbagai Negara-negara di dunia, khususnya di Negara 

Indonesia, dan juga khususnya aturan-aturan dan regulasi-

regulasi zaman now. 

 Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata 

saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini 

akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Article I 

Sovereignty 

The contracting States recognize that every State has complete and 

exclusive sovereignty over the airspace above its territory.1 

Pasal I 

Kedaulatan 

 

Hingga April 2019, ada 193 anggota ICAO yang terdiri dari 

192 dari 193 Anggota PBB (kecuali Liechtenstein, yang tidak 

memiliki bandara internasional) dan ditambah Kepulauan Cook. 

Meskipun Liechtenstein bukan pihak langsung dalam ICAO, 

pemerintahnya telah mendelegasikan Swiss untuk membuat 

perjanjian atas namanya, dan perjanjian tersebut berlaku di 

wilayah Liechtenstein.2 

Negara-negara peserta atau anggota ICAO mengakui 

bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif 

atas ruang udara di atas wilayahnya. Menurut Plato3, sumber 

kekuasaan/kedaulatan negara bukan pangkat, kedudukan atau 

jabatan, juga bukan harta yang dimiliki dan kekayaan, dan bukan 

pula dewa atau apa pun yang dianggap illahi.  Jenis-jenis 

Kekuasaan/kedaulatan menurut Plato:  

1. Pathein adalah suatu kekuasaan/kedaulatan negara yang 

 
1 Chicago Convention, 1944, article 1 
2 Ensiklopedia Dunia, stekom, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 
3 Joan Imanuella Hanna Pangemanan | Humaniora, Teori Kedaulatan Menurut 
Para Ahli dan Jenisnya 

PRINSIP UMUM 

DAN PENERAPAN 

KONVENSI 
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Article 533 

Right of non-scheduled flight 

Pasal 5  

Hak untuk penerbangan tidak berjadwal  

 

Setiap Negara peserta setuju bahwa semua pesawat udara 

dari Negara-negara peserta lainnya, karena pesawat udara yang 

tidak melakukan penerbangan internasional berjadwal, berhak, 

dengan tunduk pada syarat-syarat yang dipatuhi Konvensi ini, 

untuk melakukan penerbangan ke atau transit tanpa henti 

melintasi wilayahnya dan untuk berhenti untuk tujuan non-lalu 

lintas tanpa perlu mendapatkan izin terlebih dahulu, dan tunduk 

pada hak Negara yang dilintasi untuk meminta pendaratan. 

Namun demikian, setiap Negara pihak berhak, untuk alasan 

keselamatan penerbangan, untuk meminta pesawat terbang yang 

ingin melewati wilayah yang tidak dapat diakses atau tanpa 

fasilitas navigasi udara yang memadai untuk mengikuti rute yang 

ditentukan, atau untuk mendapatkan izin khusus untuk 

penerbangan tersebut.  

Pesawat udara tersebut, jika terlibat dalam pengangkutan 

penumpang, kargo, atau surat untuk pembayaran atau sewa di 

luar layanan udara internasional terjadwal, juga harus, dengan 

tunduk pada ketentuan Pasal 7, memiliki hak istimewa untuk 

mengangkut atau menurunkan penumpang, kargo, kiriman, 

 
33 Chicago Convention, 1944, article 5 

PENERBANGAN DI 

WILAYAH NEGARA-

NEGARA KONTRAK 
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Article 17107 

Nationality of aircraft 

Pasal 17  

Kewarganegaraan pesawat udara  

Pesawat udara memiliki kewarganegaraan dari Negara 

tempat pendaftarannya.  

 

Article 18108 

Dual registration 

Pasal 18 

Pendaftaran ganda 

Suatu pesawat udara tidak dapat didaftarkan secara sah di 

lebih dari satu Negara, tetapi pendaftarannya dapat diubah dari 

satu Negara ke Negara lain.  

 

Article 19109 

National laws governing registration 

Pasal 19  

Undang-undang nasional yang mengatur pendaftaran  

Pendaftaran atau pengalihan pendaftaran pesawat udara di 

setiap Negara pihak pada Persetujuan harus dilakukan sesuai 

dengan undang-undang dan peraturannya.  

 

 
107 Chicago Convention 1944, article 17 
108 Chicago Convention 1944, article 18 
109 Chicago Convention 1944, article 19 

KEBANGSAAN 

PESAWAT 
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Article 22124 

Facilitation of formalities 

Pasal 22  

Fasilitasi formalitas  

 

Setiap Negara Peserta setuju untuk mengadopsi semua 

tindakan yang dapat dilakukan, melalui penerbitan peraturan 

khusus atau lainnya, untuk memfasilitasi dan mempercepat 

navigasi dengan pesawat udara antara wilayah Negara-negara 

Peserta, dan untuk mencegah penundaan yang tidak perlu kepada 

pesawat udara, awak kapal, penumpang dan kargo, terutama 

dalam penyelenggaraan undang-undang yang berkaitan dengan 

imigrasi, karantina, bea cukai, dan izin. 

Materi pokok dari pasal 22 Konvensi Chicago 1944 bahwa 

setiap negara peserta setuju untuk melaksanakan semua hal yang 

diperlukan dalam rangka memfasilitasi pesawat udara dan untuk 

menghindari penundaan yang tidak perlu.125 

 

Article 23126 

Customs and immigration procedures 

Pasal 23  

Prosedur kepabeanan dan imigrasi  

 
124 Chicago Convention 1944, article 22 
125 International Law-Making, Indonesia Journal of International Law, Convention on 
International Civil Aviation, 2009: 568 
126 Chicago Convention 1944, article 23 

TINDAKAN-TINDAKAN 

UNTUK MEMFASILITASI 

NAVIGASI UDARA 
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Article 29154 

Documents carried in aircraft 

Pasal 29 

Dokumen-dokumen yang dibawa dalam pesawat   

 

Setiap pesawat udara dari Negara pihak, yang melakukan 

pelayaran internasional, harus membawa dokumen-dokumen 

berikut ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan dalam Konvensi ini:  

1. Sertifikat pendaftarannya ;  

2. Sertifikat kelaikudaraannya;  

3. Lisensi yang sesuai untuk setiap anggota awak kapal;  

4. Buku catatan perjalanannya;  

5. Jika dilengkapi dengan peralatan radio, izin stasiun radio 

pesawat udara;  

6. Jika mengangkut penumpang, daftar nama dan tempat 

keberangkatan dan tujuan mereka;  

7. Jika mengangkut kargo, pernyataan manifes dan detail kargo.  

 

Sesuai dengan peraturan nasional negara Indonesia yang 

tertuang pada Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor PM 81 

Tahun 2017 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 91 

 
154 Chicago Convention 1944, article 29 

SYARAT-SYARAT YANG 

HARUS DIPENUHI 

BERHUBUNGAN DENGAN 

PESAWAT 
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Article 37203 

Adoption of international standards and procedures 

Pasal 37  

Adopsi standar dan prosedur internasional  

 

Setiap Negara peserta berjanji untuk bekerja sama dalam 

menjamin tingkat keseragaman yang dapat dipraktikkan tertinggi 

dalam peraturan, standar, prosedur, dan organisasi dalam 

kaitannya dengan pesawat udara, personel, saluran udara, dan 

layanan tambahan di semua hal dimana keseragaman tersebut 

akan memudahkan dan meningkatkan navigasi udara.  

Untuk tujuan ini, Organisasi Penerbangan Sipil 

Internasional harus mengadopsi dan mengubah dari waktu ke 

waktu, sebagaimana diperlukan, standar internasional dan praktik 

dan prosedur yang direkomendasikan yang berhubungan dengan:  

1. Sistem komunikasi dan alat bantu navigasi udara, termasuk 

penandaan darat;  

2. Karakteristik bandar udara dan daerah pendaratan;   

3. Aturan udara dan praktik kontrol lalu lintas udara;   

4. Perizinan personel operasi dan mekanik;   

5. Kelaikan udara pesawat udara;   

6. Pendaftaran dan identifikasi pesawat udara;   

7. Pengumpulan dan pertukaran informasi meteorologi;   

8. Buku log;  

 
203 Chicago Convention 1944, article 37 

STANDAR 

INTERNASIONAL DAN 

PRAKTIK YANG 

DIREKOMENDASIKAN 
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Aeronautical Information Publication (AIP), Volume 1 - General and 

En-route; 

Annex 1 ² Personal Licensing, 12 Edition, 2018; 

Annex 10 volume I ² Radio Navigation Aid, 7 Edition, 2018; 

Annex 10 volume III ² Digital Data Communication Systems and Voice 

Communication Systems, 2 Edition, 2007; 

Annex 11 ² Air Traffic Services, 15 Edition, 2018; 

Annex 13, 11 Edition, 2016 - ´Aircraft Accident and Incident 

Investigationµ� 

Annex 2 ² Rules of The Air, 2016; 

Atje Misbach Muhjiddin, lintas penerbangan, 1993; 

Chicago Convention 1944; 

Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 830 tentang Aircraft 

Accident Investigation Procedure; 

Code of Federal Regulation 61. 

Code of Federal Regulation 8; 

Crimes and Criminal Procedures, Part 18; 

Eko Budi Prianto, Hukum Internasional, Masalah Kedaulatan 

Negara di Ruang Udara Kaitannya dengan Hak lintas 

berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Perjanjian Lain 

yang Mengaturnya, 2007; 

Emmy Latifah, Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan Melalui 

Kebijakan Open Sky dan Implikasinya Bagi Indonesia, 2011; 

Ensiklopedia Dunia, stekom, Organisasi Penerbangan Sipil 

Internasional; 

Geneva Convention 1949; 

https://adcolaw.com/id/blog/mengenal-kodifikasi-dan-

unifikasi-hukum/; 

https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-luas-ruang-udara-

indonesia#:~:text=Ruang%20Udara%20Indonesia%20Semak

in%20Luas&text=Dengan%20perjanjian%20FIR%20tersebut
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kedaulatan-negara-di-ruang-udara-kaitannya-dengan-hak-

lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-dan-perjanjian-

lain-yang-mengaturnya/; 

https://media.neliti.com/media/publications/67787-ID-none.pdf; 

https://nibiobank.org/wilayah/; 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Organisasi_Penerbangan_

Sipil_Internasional; 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kodifikasi-

hukum-dan-unifikasi-lt59492221a0477 

https://www.icao.int/pages/freedomsair.aspx; 

https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/07/7-

01/international-civil-

aviation.html#:~:text=Article%203bis&text=The%20contracti

ng%20States%20recognize%20that%20every%20State%20mu

st%20refrain%20from,aircraft%20must%20not%20be%20end

angered.; 

ICAO Document Number 7100, 2016; 

ICAO, Freedoms of the Air; 

ICAO Document Number 7300 ² Convention on International Civil 

Aviation, 9 Edition, 2006; 

Indonesia Baik, Berapa Luas Ruang Udara Indonesia?, 1; 

Insert, after Article 3, a new Article 3 bis Convention on international 

Civil Aviation; 

International Air Services Transit Agreement, 1944; 

International Air Transport Agreement, 1944; 

International Law-Making, Indonesia Journal of International Law, 

Convention on International Civil Aviation, 2009; 

Joan Imanuella Hanna Pangemanan | Humaniora, Media 

Indonesia, Teori Kedaulatan Menurut Para Ahli dan 

Jenisnya, 2022; 
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1970 tentang Pengesahan "Agreement Between The Government 
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Peraturan Direktur Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor: 
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gel (liquids, aerosols and gels) yang dibawa penumpang ke 

dalam kabin pesawat udara pada penerbangan 

internasional; 

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor PR 15 

Tahun 2022 tentang Standar Teknis Dan Operasi Bagian 69-
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia; 
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TENTANG PENULIS 

 
Ekky Widha Atmaka sebagai Seorang Air 

Traffic Controller (ATC) di Bandar Udara 

Minangkabau ² Padang dari tahun 2015-2020, 

dan saat ini bertugas sebagai Air Traffic 

Controller (ATC) di Bandar Udara Sam 

Ratulangi ² Manado. Dia menikah d engan Fina 

Dardiyanti pada 2 Desember 2018, dan 

dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Agustus 2019 yang 

diberikan nama Kyfio Danatmaka. 

Pria kelahiran 1 Januari 1992 ini telah lulus dari Akademi 

Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya pada 

tahun 2014, dan tidak berhenti untuk mengemban pendidikan, 

dimana dia telah lulus jenjang Strata 1 sebagai Sarjana Hukum 

(Konsentrasi Hukum Tata Negara) di Universitas Eka Sakti pada 

2019. Dan pada tahun 2020, dia diterima untuk melanjutkan 

pendidikan di Belanda, tepatnya di Universitas Tilburg dengan 

konsentrasi jurusan International Law and Global Affair. Namun dia 

tidak dapat mengambil kesempatan emas tersebut dikarenakan 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Tidak berhenti disitu, dia 

saat ini tengah menjalankan program Master pada salah satu 

Universitas Nasional dengan mengambil konsentrasi Hukum 

Pidana. 

Saat ini dia bekerja di Perusahaan Umum (PERUM) 

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan 

Indonesia (LPPNPI) atau yang biasa dikenal dengan AirNav 

Indonesia. Selama mengemban pekerjaan di AirNav Indonesia, dia 

sudah memiliki banyak inovasi yang diberikan untuk perusahaan 

yang berkaitan dengan IT maupun operasi. Selain itu, dia juga 

sebagai pengajar di sekolah penerbangan, nara sumber pada 

beberapa media televisi, memiliki blogspot khusus di bidang 

penerbangan dan dia juga sudah memiliki sebuah buku monograf 

yang diterbitkan di Italia. 
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